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Nama SOP : DOKUMENTASI KLASIFIXASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Daaar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan lnformasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Bidang Kekarantinaan Kesehatan

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait
2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
3. Menguasai penggunaan komputer, internet
4. Menerapkan Core Value ASN "BeTAKHLAK"

Keterkaitan: Peralatan dan Bahan / Pedengkapan :

1. SOP Pelayanan lnlormasi Publik
2. SOP Penetapan Daffar lnfomasi Publik

1. Alat Tulis
2. Komputer, printer, scanner
3. Jaringan internet
4. Formulir permohonan informasi

Pe nqatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Prosedur Dokumentasi Klasifikasi lnformasiyang dikecualikan tidak dilakukan maka dapat
berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi

'1. SOP Pengujian Konsekuensiatas lnformasiPublik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang
Kekaranlinaan Kesehatan
2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip akti, dalam bentuk otfline dan online
3. Laporan Pelayannan lnformasi Publik

BKK Jayapura

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA
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Kelengkapan Output Keterangan

1

Mengkoordinasikan psnela€han informasi yang
t€lah dinyataksn sebagai infofmall yang
dik8cualitan

Ag€nds ker,s 1 Jem Disposisi

2
M6mb6arkan mesukan atas da8ar hukum yang

dijadik.n pe(mbangan untuk m6ngecLralikan Disposisi 2 Jam
BEhan dokumon klaeifike6i

M€ngl]sulkan dasar hukum yang dijedikan
pedimbangan unluk mengecualikan informasi

Bahan dokum6n klas,f ikasi
infomasi

4 JEm
Bahan dokumen kla6ifi kasi

informe3a

Momo ksa hasil masukan terhadsp dasar hukum
yang dijsdikan dasar p€ngecualian

Bahan dokumon klasilikasl
infomesl

'l Had
Behsn dokumen klasifika8i

informasi

Merumu3ken den membahes dasar hukum yan€

dijadikan da9ar pengecualian informa9i
Bahan dotumen klasfikesi

inlormari

Oraft klasif ik3si infomesi yang
dikecualikan

6
Mombual l6mb6r pengubahan inlormagi yang

dik€cualiken Bohan dokumen klasitikasi
informasi

Drafi klesifikasi ihfomasi yang

7

M6minte pBrtimbangan pengubahan dasar hukum
yang drjadlksn dasar pengecuelien d8lsm bentuk
l6mbar p€ngubahan infomasi yang dik€cualiken

Drafr klasifka8i informasi yang

dik6cualiken
1 Jam

Drafl kbsiflkasi infoBnssi yang
dakocuellken

8
Melekukan p€ mbangen pengubahan dasar hukum
yeng dljadikan dasar pengdcualian Dlafl klasifikaoi informasi yang

dikecuelikan
Drall klasif lkasa informasa yeng
dlk€cueliken

0
Menelapkan pengubahan inlomasi yang

dik6cualikan dalam bentuk P6n6lapen
Draff khsmkasi infom$i yang

dik.diElikan lnformasi lers€dia Publik

10
Men€tapkanp€ngubahaninlormasiyang
dikocualiken dalam bentuk Ponatapan

Drafr klasifikasi anlormesi yang
dikecualiken

lnfomasi tersedia Publik

11
Membuat lapolan pengubahan infomasi yeng

30 m€nit lnformssi ters€dia P!blik
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2 Jem
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Lapo6n Kl8sifikasi infomasi
yang dikecmlikan


